URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dnegan
Perjanjian Kerja dilingkungan Kabupaten Barito Timur. . Pakaian Dinas Harian
disingkat PDH, terdiri dari : (1) PDH warna khaki; (2) PDH kemeja putih,
celana/rok hitam atau gelap; dan (3) PDH batik/tenun/pakaian khas
Kalteng/Bartim. b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi
disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e. Pakaian Dinas
Lapangan disingkat PDL; f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan
Lurah; dan g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah. PDH
sebagaimana dimaksud ayat (2) hurul a terdiri dari : a. PDH lengan
panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi
Pratama; dan PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas serta Fungsional. (4) Pakaian dinas Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja, terdiri dari : (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) wama
khaki; (21 PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap. (3) PDH
batik/tenun/pakaian khas Kalteng/Bartim.

2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud dari Belanja Pakaian Batik Tradisional adalah
1. Pakaian yang digunakan Hari tertentu oleh ASN dan Non ASN di Sekretariat
DPRD dalam melaksanakan tugas kedinasan;
2. Pakaian untuk menunjukkan identitas ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD
dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Pakaian dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa
4. Pakaian dalam rangka kegiatan berolah raga.

b. Tujuan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini memiliki tujuan agar dalam pengerjaan
pekerjaan dimaksud dapat sesuai dengan standar pekerjaan yang telah
ditetapkan pemerintah daerah.

3. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah Penyediaan Belanja Belanja Pakaian
olah Raga sebanyak 171 stel






